PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam
Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah;

b. bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai kedudukan
keuangan Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur dengan suatu
peraturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Otonom  Provinsi  Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4692);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang PNS
yang menjadi pejabat Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980
Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Daerah Serta
Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1993, (Lembaran Negara Republik Iondonesia Tahun 2000
Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah' dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
phun 2009 Nomor 20);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dzlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

{1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibebaskan

dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Negeri.

(2] Selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai
gcengan ketentlian peraturan perundang-undangan.



joati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana
waksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya
swembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok,
angan jabatan, dan tunjangan lainnya.

,' wamya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

- Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 5

2t dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau
2s rangkap dari Negara/Daerah.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

&pw dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan
besertza perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

. Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
‘@an barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap
gz2n dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban
i Pemerintah Daerah.

: =rahan rumah jabatan dan barang-barang sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak yang
bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan

2o=bila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas
gis=rahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Batas waktu pengembalian penyerahan kendaraan dinas sebagaimana
‘@maksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
2 bersangiitan berhenti dari jabatannya.



Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

sl=ksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

= rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga

5=t dan Wakil Bupati;

2y= pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli
=ng-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

= Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris
pergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang

wentaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan

sncarzan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil
y2 Pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan,

’ '2s tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati

serts anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

R '
2y= Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas
rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dengan
»ecoman pada Keputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
= Pzkaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati
= Wakil Bupati berikut atributnya yang terdiri dari :

‘Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) steel dalam 1 (satu) tahun;
:2i2n Sipil Resmi (PSR) 2 (dua) steel dalam 1 (satu) tahun;
Pzkaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) steel dalam 1 (satu) tahun;dan

Maian kedaerahan/acara tertentu 2 (dua) steel dalam 1 (satu) tahun.
2y= penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan
s=wanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya

=2 mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan
=r«=n klasifikasi pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

s=2mpa dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi
; _ ';~ 3% (tiga persen);
s Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling

ebsar 2% (dua persen);

s Bp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar palmg rendah Rp. 200 juta dan paling
mbasar 1,50% (Satu koma lima puluh persen);

ﬁ» Rp. 20 Milyar s/d Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling
Moo sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);

at2< Rp. 50 Milyar s/d Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400 juta dan
tingai sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
2t=s Ro. 150 Milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar
15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 10

smo=iuzran yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan
. l,&ebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati berhenti sementara mengenai hak dan
=nangannya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

ngan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang
ada dinyatakan tidak berlaku.

al yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
2ksanaanya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
J Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Ii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal !5 Februari 2010

L dangkan di Sukadana S
pada tanggl 15 Februari 2010
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N DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 30
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